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Abstrak 

Cyberloafing merupakan segala bentuk perilaku pegawai yang menggunakan fasilitas akses internet instansi 

atau tempat kerja untuk tujuan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan saat jam kerja masih 

berlangsung. Cyberloafing seringkali dilakukan secara tidak sadar oleh para pegawai Aparatur Sipil Negara saat 

bekerja di dalam suatu istansi yang membawa dampak negatif baik bagi individu maupun instansi atau tempat 

kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi 

cyberloafing pada Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan systematic literature review dengan 

menggunakan pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Literature Reviews and Meta-

Analyses). Sampel dari penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh secara online melalui penelusuran 

jurnal-jurnal yang ada pada database Google Scholar dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Jurnal-jurnal yang 

ditemukan kemudian diseleksi dengan kriteria inklusi yang mengacu pada PICOS Framework serta penilaian 

kualitas yang mengacu pada The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal Tools, sehingga diperoleh 

empat literatur penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam faktor atau komponen yang dapat 

memengaruhi cyberloafing pada Aparatur Sipil Negara, yaitu kontrol diri, kepuasan kerja, ambiguitas peran, 

stres kerja, beban kerja dan konflik peran. 

 

Kata kunci: Cyberloafing, Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara. 

 

Abstrack 

Cyberloafing is a form of employee behavior that utilizes internet access facilities belonging to an agency or 

workplace for personal purposes that are not related to work while working hours are still in progress. 

Cyberloafing is often done unconsciously by State Civil Apparatus employees when working in an agency, 

which has negative impacts on both the individual and the agency or workplace. The purpose of this study is to 

determine and explain the factors that influence cyberloafing in State Civil Apparatus. This study is a systematic 

literature review using the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Literature Reviews and Meta-

Analyses) guidelines. The sample of this study is secondary data obtained online through searching journals in 

the Google Scholar database from 2020 to 2024. The journals found were then selected using inclusion criteria 

referring to the PICOS Framework and quality assessments referring to The Joanna Briggs Institute (JBI) 

Critical Appraisal Tools, resulting in four research literatures. The results of the study show that there are six 

factors or components that can influence cyberloafing in State Civil Apparatus, namely self-control, job 

satisfaction, role ambiguity, work stress, workload and role conflict. 
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PENDAHULUAN  

 

Seiring perkembangan waktu, teknologi terus mengalami perubahan yang 

semakin pesat. Salah satu teknologi yang berkembang tersebut adalah internet. Begitu 

banyak manfaat yang dirasakan oleh setiap orang dengan adanya kehadiran internet. 

Adanya manfaat yang dirasakan tersebut, tidak mengherankan jika pengguna internet di 

seluruh dunia termasuk di Indonesia jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Hal ini didukung oleh survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (AJPII), dimana pada tahun 2024 tingkat penetrasi internet Indonesia 

menyentuh angka 79,5%. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada 

peningkatan sebesar 1,4%. Peningkatan tersebut secara signifikan terjadi dalam lima 

tahun terakhir (APJII, 2024). 

 Pemanfaatan terhadap internet juga menjadi bagian penting dan krusial saat 

bekerja bagi pegawai khususnya saat berada di tempat kerja. Hal ini dikarenakan 

berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

(BPS) menunjukkan sebanyak 71,59% penduduk mengakses internet saat bekerja pada 

tahun 2023, dimana khususnya pada lokasi tempat bekerja/kantor mengalami 

peningkatan dari tahun 2022 sebesar 25,48% menjadi 27,83% pada tahun 2023. Senada 

dengan hal tersebut, Derin dan Gökçe (2016) menyatakan saat ini hampir tidak mungkin 

untuk bekerja tanpa adanya koneksi internet (Derin & Gökçe, 2016). Hampir di seluruh 

tempat kerja telah menyediakan fasilitasi Wifi atau Wireless Fidelity yang bertujuan 

untuk mempermudah akses internet bagi para pegawai. Hal ini pun juga tidak terkecuali 

pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Adanya penggunaan internet ini 

diharapkan, agar pegawai dapat menjadi lebih produktif saat bekerja. 

Instansi pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana, seperti komputer, 

laptop dan internet yang dapat membantu para pegawai dalam hal ini Aparatur Sipil 

Negara (ASN) untuk menyelesaikan tugas yang dihadapi dengan lebih efektif dan efisien. 

Fakta dilapangan ditemukan bahwa sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh 

instansi tersebut justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi (Ardilasari & Firmanto, 

2017). Salah satu bentuk dari penyalahgunaan terhadap sarana dan prasarana tersebut 

adalah para pegawai menggunakan waktu kerja untuk aktivitas non pekerjaan, seperti 

menjelajahi internet untuk keperluan pribadi maupun hiburan atau yang lebih dikenal 

dengan istilah cyberloafing (MUBAROK, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, Lim (2002) 

menjelaskan cyberloafing sebagai perilaku pegawai yang secara sengaja menggunakan 

akses internet tempat kerja untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan untuk 

keperluan pribadi selama jam kerja. 

Cyberloafing muncul seiring dengan perkembangan teknologi internet yang 

semakin pesat. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Lim (2002) bahwa sarana 

dan prasarana berupa internet di tempat kerja justru memunculkan penyimpangan 

produktivitas bentuk baru. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Blanchard dan Henle (2008) bahwa seiring dengan semakin lazimnya 

akses internet bagi pegawai, maka kecenderungan pegawai menggunakan internet untuk 

hiburan dan keperluan lain di luar pekerjaan pun semakin meningkat. Status akses 

teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) tersebut sudah banyak yang mengarah ke 

perilaku cyberloafing (Saritepeci, 2020). 
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Adhana dan Herwanto (2021), Sofyanty (2019) serta Zatalina et al. (2018) 

menyatakan beberapa contoh cyberloafing yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, 

diantaranya: aktivitas menggunakan dan bermain media sosial (whatsapp, instagram, 

twitter dan facebook), membeli barang secara online serta bermain game online saat 

bekerja (Adhana & Herwanto, 2021; Sofyanty & Supriyadi, 2021; Zatalina et al., 2020). 

Adanya perilaku-perilaku tersebut menyebabkan pegawai melupakan kewajiban terhadap 

tugas yang sedang dijalankan, sehingga pekerjaan menjadi terbengkalai karena para 

pegawai terlalu sering mengakses internet untuk keperluan personal. Fenomena 

cyberloafing di dalam tatanan pemerintahan yang terjadi tersebut dapat dikategorikan 

sebagai tindakan koruptif terhadap penyalahgunaan sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini pun dapat berdampak buruk pada 

citra institusi atau tempat kerja, dikarenakan adanya cyberloafing tersebut dapat 

mengganggu maupun menghambat kelancaran proses kerja dan lambatnya pelayanan 

publik (Sofyanty & Supriyadi, 2021). Tentu hal ini juga dapat berdampak kepada 

kepercayaan masyarakat mengenai kinerja pemerintah. 

Cyberloafing yang dilakukan oleh pegawai tentu akan merugikan baik bagi 

individu maupun instansi atau tempat kerja. Dampak negatif yang ditimbulkan bagi 

individu, diantaranya produktivitas kerja menurun yang berkontribusi terhadap 

penurunan kinerja, distraksi saat bekerja, interaksi dengan kolega menjadi berkurang, 

menguras waktu, energi dan pikiran (Adiba et al., 2021; Koay & Soh, 2018). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Wu et al. (2020) cyberloafing dapat menyebabkan 

pegawai mengalami kelelahan sekaligus dapat mengganggu kesehatan mental pegawai 

(Wu et al., 2020). Ross (2018) menyatakan juga cyberloafing dapat memecahkan fokus 

kognitif yang membutuhkan waktu serta energi untuk dapat fokus kembali pada tugas 

asli yang dapat berdampak kepada peningkatan peluang kesalahan kerja (Ross, 2018). 

Adanya cyberloafing yang dilakukan oleh pegawai juga dapat menimbulkan prokastinasi 

kerja atau perilaku menunda untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan (Santoso & 

Wibowo, 2022).  

Cyberloafing dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi institusi atau 

tempat kerja, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial. Beberapa kerugian 

tersebut, diantaranya menurunnya loyalitas pegawai, tindakan indisipliner hingga 

pemutusan hubungan kerja, menimbulkan beban biaya internet yang tinggi, rentan 

terhadap kewajiban hukum dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus yang diperoleh dari 

internet, meningkatkan potensi risiko kebocoran informasi maupun data rahasia atau 

sensitif dan penurunan bandwidth serta keamanan jaringan (Khansa et al., 2018; Koay & 

Soh, 2018; MUBAROK, 2024; Tefa & Mahendra, 2022). 

Berdasarkan uraian dari yang telah dijelaskan sebelumnya termasuk 

kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya cyberloafing, maka peneliti 

bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat 

memengaruhi cyberloafing pada Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas berkaitan dengan faktor-faktor 

yang memengaruhi cyberloafing pada Aparatur Sipil Negara serta dapat memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi cyberloafing pada Aparatur Sipil Negara dan dapat menjadi masukan 

maupun bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang program maupun 
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kebijakan-kebijakan untuk mengurangi atau menekan cyberloafing pada Aparatur Sipil 

Negara. 

 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode systematic 

literature review (SLR). Calderón dan Ruiz (2015) mengungkapkan systematic literature 

review sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengintepretasi 

semua ketersediaan penelitian yang ada dan relevan terhadap rumusan masalah atau area 

topik yang diteliti (Calderón & Ruiz, 2015). Penelitian ini menggunakan pedoman 

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Literature Reviews and Meta-

Analyses) yang dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan atau protokol 

penelitian yang benar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh melalui artikel publikasi ilmiah atau jurnal pada database Google Scholar 

pada bulan Oktober tahun 2024. 

Kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini menggunakan PICOS 

Framework. PICOS merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memperjelas 

pertanyaan penelitian, membantu menentukan kriteria untuk memasukan studi yang 

relevan dan menyaring studi yang tidak relevan dengan penelitian (Pollock & Berge, 

2018). Tabel 1 menunjukkan kriteria inklusi dan eksklusi dengan PICOS. 

 

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Keterangan Inklusi Eksklusi 

Population (Populasi) Jurnal dengan subjek Aparatur 

Sipil Negara (ASN) 

Jurnal yang bukan Pegawai 

Negeri Sipil dengan Perjanjian 

Kinerja 

Intervention (Tindakan) Tindakan ada intervensi Tindakan tanpa intervensi 

Comparison 

(Perbandingan) 

Perbandingan dengan 

Cyberloafing 

Selain Cyberloafing 

Outcomes (Hasil) Cyberloafing Penelitian kuantitatif 

Publication years (Tahun 

Publikasi) 

Jurnal yang diterbitkan tahun 

2020 sampai 2024 

Sebelum Tahun 2020-2024 

Language (Bahasa) Menggunakan bahasa Indonesia Menggunakan bahasa selain 

Indonesia 

Access (Akses) Seluruh jurnal dapat diakses 

secara utuh 

Jurnal yang tidak dapat diakses 

secara utuh 

 
Dari hasil pencarian, ditemukan 276 artikel yang sesuai dengan kata kunci, dan 

setelah proses seleksi, 6 artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang dapat 

digunakan dalam literature review. Kemudian dari 6 artikel tersebut dilakukan penilaian 

kualitas dengan menggunakan The Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal Tools. 

Berdasarkan hasil penilaian studi, terdapat 4 artikel yang memiliki kualitas penelitian 

yang tinggi karena memiliki nilai > 50%, sementara terdapat 2 artikel memiliki persentase 

penilaian kualitas sebesar 37,5% yang berarti berada di bawah batas nilai titik cut-off 

sebesar 50%. Hasil seleksi artikel dapat digambarkan dalam kerangka alur kerja 

pencarian artikel berikut. 
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Gambar 1 Kerangka Alur Kerja Pencarian Artikel 

 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

 

Berdasarkan hasil ekstrasi data dan sintesa data diperoleh enam faktor-faktor 

yang memengaruhi cyberloafing pada Aparatur Sipil Negara yang dapat dilihat pada tabel 

2 berikut. 

 

Tabel 2. Faktor-faktor yang Memengaruhi cyberloafing pada Aparatur Sipil 

Negara 

Deskripsi Literatur 

Kontrol Diri Sofyanti & Supriadi, (2021) 

Kepuasan Kerja Basri et al., (2024) 

Ambiguitas Peran Sofyanti & Megaputri, (2023) 

Stres Kerja Basri et al., (2024) 

Beban Kerja Rikman et al., (2024) 

Konflik Peran Rikman et al., (2024) 

 

Kontrol Diri 

Perilaku cyberloafing disebabkan oleh kurangnya kontrol diri yang dimiliki oleh 

individu. Hal ini dikarenakan individu dengan kontrol diri yang rendah akan mudah 

kehilangan kendali dan terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak pantas (Arli & Leo, 

2017). Kontrol diri dapat memengaruhi keputusan pegawai untuk melakukan hal-hal 

yang tidak baik di tempat kerja. Ketika pegawai memiliki kontrol diri yang tinggi, maka 

tentu pegawai tersebut akan menghindari perilaku yang tidak baik di tempat kerja, seperti 

cyberloafing. Sejalan dengan hal tersebut, Restubog et al., (2011) megungkapkan 

pegawai dengan kontrol diri yang tinggi cenderung lebih mampu menghindari penundaan 

kesenangan dalam penggunaan internet pribadi (Restubog et al., 2011). Pegawai tersebut 

dapat membatasi diri dalam menggunakan internet untuk keperluan pribadi di kantor saat 

sedang bekerja, sehingga perilaku yang ditimbulkan tidak akan merugikan instansi 

maupun individu tersebut (Malau & Muhammad, 2022). Pegawai dengan kontrol diri 

yang tinggi dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang di tempat kerja. Hal 
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tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sofyanty dan Supriyadi (2021) 

serta Basri et al., (2024) bahwa kontrol diri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

cyberloafing yang berarti pegawai dengan kontrol diri yang tinggi akan cenderung 

meminimalisir perilaku cyberloafing dibandingkan dengan pegawai dengan kontrol diri 

yang rendah (Basri & Sijabat, 2024; Sofyanty & Supriyadi, 2021). 

 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja terbukti menjadi faktor signifikan yang memengaruhi adanya 

penyalahgunaan internet yang berkaitan dengan sikap pegawai terhadap aspek-aspek dari 

pekerjaan yang dilakukan dan keinginan untuk mengganti dengan kegiatan lainnya. 

Individu dengan tingkat kepuasan kerja yang rendah cenderung memiliki perasaan yang 

negatif mengenai pekerjaannya. Adanya perasaan negatif tersebut cenderung 

menyebabkan keterpisahan individu dari aktivitas tugas yang sedang dilakukan dengan 

cyberloafing sebagai gangguan potensial serta pelampiasan dari rasa ketidakpuasan 

tersebut (O’Neill et al., 2014). Sejalan dengan pernyataan tersebut Robbins dan Judge 

(2015) menyatakan adanya rasa tidak puas dalam bekerja seringkali dinyatakan oleh 

pegawai dalam sejumlah cara, salah satunya adalah pengabaian (Robbins & Judge, 2015). 

Pengabaian dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti datang terlambat, mangkir, 

tingkat kesalahan dalam bekerja yang semakin bertambah serta mengurangi usaha dalam 

bekerja seperti menggunakan waktu kerja untuk mengakses internet demi kepentingan 

pribadi. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Sofyanty dan 

Supriyadi (2021) menunjukkan semakin tinggi kepuasan kerja pegawai, maka akan 

menurunkan intensitas perilaku cyberloafing. 

 

Ambiguitas Peran 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suharti dan Megaputri (2023) terhadap 104 

Aparatur Sipil Negara menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

ambiguitas peran terhadap cyberloafing (Megaputri, 2023). Ambiguitas peran 

menyebabkan pegawai tidak memiliki keyakinan yang cukup mengenai peran yang 

dijalankan serta akan menjadi bingung mengenai tugas-tugas, tujuan dan target dari 

pekerjaan yang dilakukan. Hal ini juga menimbulkan perasaan tidak aman bahkan rasa 

yang tidak menentu dan perasaan tidak mengerti apa yang diharapkan dari pegawai. 

Situasi tersebut mendorong pegawai melakukan upaya untuk mengatasi dan mengalihkan 

ketidakjelasan peran tersebut salah satunya dengan melakukan perilaku cyberloafing. 

Kahn et al. (1964) mengungkapkan ambiguitas peran dapat menyebabkan munculnya 

coping behavior (perilaku mengatasi masalah) oleh pegawai dengan mengambil bentuk 

upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut atau menggunakan mekanisme pertahanan 

yang mendistorsi realitas situasi. Ketidakjelasan peran yang muncul justru menyebabkan 

pegawai menampilkan perilaku memanfatkan internet milik organisasi untuk 

kepentingan pribadi serta tidak berkaitan dengan pekerjaan (cyberloafing) untuk 

mengatasi permasalahan yang ada. 
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Stres Kerja 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rikman et al. (2024) terhadap 278 Aparatur 

Sipil Negara menunjukkan terdapat pengaruh yang positif antara stres kerja dengan 

cyberloafing (Rikman & Kumalasari, 2024). Sejalan dengan pernyataan tersebut, 

cyberloafing menjadi salah satu cara bagi pegawai untuk mengatasi stres kerja yang 

dialami. Cyberloafing memberi pegawai waktu istirahat yang memungkinan pegawai 

menjauhkan diri dari situasi kerja yang penuh tekanan (Andel et al., 2019). Swimberghe 

et al. (2014) menunjukkan stres pekerjaan secara signifikan meningkatkan perilaku 

menyimpang di tempat kerja (Swimberghe et al., 2014). Di bawah tekanan kerja, 

perhatian pegawai teralihkan dan pegawai tidak bekerja secara produktif, membuang-

buang waktu dalam aktivitas non kerja, seperti membuka email pribadi, mengunjungi 

situs web berita, bermain game online, berbelanja online dan mencari pekerjaan baru 

melalui internet (Elrehail et al., 2021). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Garrett dan 

Danziger (2008) menyatakan stres kerja meningkatkan penggunaan internet untuk 

penggunaan pribadi (cyberloafing). Cyberloafing di tempat kerja merupakan suatu 

bentuk tindakan korektif untuk mengatasi emosi negatif yang muncul akibat stres yang 

dialami oleh pegawai (Koay et al., 2017). 

 

Beban Kerja 

Beban kerja diartikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan 

pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang dihadapi. Ketika kemampuan pekerja tidak 

sebanding dengan tuntutan pekerjaan yang dihadapi, maka dapat menimbulkan beban 

kerja yang tinggi. Pegawai dengan beban kerja yang tinggi lebih sering terlibat dalam 

perilaku yang tidak terkait dengan pekerjaan, seperti perilaku cyberloafing. Pegawai akan 

menggunakan fasilitas akses internet di tempat kerja untuk keuntungan pribadi, seperti 

rekreasi virtual. Hal ini dilakukan oleh pegawai untuk mengatasi kelelahan yang dialami 

akibat beban pekerjaan yang terlalu tinggi. Tentu hal ini dapat menjadi masalah serius 

bagi instansi, karena tidak hanya mengganggu produktivitas tetapi juga menciptakan 

lingkungan kerja yang kurang kondusif. Pindek et al. (2018) menjelaskan beban kerja 

dapat menjadi pendorong tingkat aktivasi bagi pegawai (Pindek et al., 2018b, 2018a). 

Pada tingkat beban kerja yang rendah, ketika tidak banyak yang harus dilakukan, aktivasi 

menjadi rendah. Seiring dengan meningkatnya beban kerja, aktivasi juga meningkat, 

tetapi pada tingkat beban kerja yang tinggi, tingkat aktivasi yang optimal dapat 

terlampaui. Pegawai kemudian dapat terlibat dalam perilaku, seperti cyberloafing atau 

perilaku kerja yang kontraproduktif, misalnya menarik diri. Sejalan dengan hal tersebut 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Rikman et al. (2024) terhadap 278 Aparatur Sipil 

Negara menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara beban kerja 

terhadap cyberloafing. Beban kerja yang berlebih meningkatkan risiko perilaku distraktif, 

seperti cyberloafing 

 

Konflik Peran 

Konflik peran muncul ketika seseorang dihadapkan pada dua atau lebih harapan 

peran yang saling bertentangan atau berlawanan dan tuntutan peran orang lain yang 

sesuai. Adanya pertentangan antar harapan tersebut dapat memicu timbulnya perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh pegawai, salah satunya adalah perilaku cuberloafing. 

Perilaku tersebut ditampilkan oleh pegawai sebagai salah satu bentuk pelarian diri 
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terhadap peran yang sedang diemban saat ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rikman et al. (2024) terhadap 278 Aparatur Sipil Negara menunjukkan konflik peran 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cyberloafing (Rikman & Kumalasari, 

2024). Pegawai yang mengalami konflik peran akan selalu merasa tertekan dan berusaha 

untuk meminimalisir perasaaan tersebut, salah satunya dengan melakukan cyberloafing. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Henle dan Blanchard (2008) bahwa konflik peran 

menciptakan ketidakpastian melalui banyaknya tuntutan dan harapan yang saling 

bertentangan yang dibebankan kepada pegawai, dimana hal tersebut membuka peluang 

bagi pegawai untuk melakukan cyberloafing sebagai salah satu jenis mekanisme 

penanggulangan. 

 

KESIMPULAN 

 

Cyberloafing adalah perilaku pegawai yang secara sengaja menggunakan akses 

internet di tempat kerja untuk tujuan pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan 

selama jam kerja. Hasil kajian systematic literature review menunjukkan enam faktor 

yang mempengaruhi cyberloafing pada Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu kontrol diri, 

kepuasan kerja, ambiguitas peran, stres kerja, beban kerja, dan konflik peran. Kontrol diri 

yang baik membantu pegawai fokus, sementara kepuasan kerja yang tinggi mengurangi 

keinginan untuk cyberloafing. Ambiguitas peran menciptakan kebingungan yang dapat 

mendorong perilaku tersebut, sedangkan stres kerja memicu pegawai mencari pelarian 

dari tekanan. Beban kerja yang berlebihan dan konflik peran juga berkontribusi terhadap 

cyberloafing sebagai bentuk pelarian dari ketidaknyamanan. Implikasi dari temuan ini 

mencakup perlunya pelatihan kontrol diri, peningkatan kepuasan kerja, kejelasan peran, 

manajemen stres, pengelolaan beban kerja, dan resolusi konflik peran. Dengan mengatasi 

faktor-faktor ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan 

efisien, serta meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas mereka. 
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